ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil, yang memperoleh beasiswa (tugas belajar) dan biaya
sendiri (izin belajar) mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda hal ini
tercantum dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009,
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional, baik yang melanjutkan pendidikan di
dalam negeri ataupun luar negeri, namun dalam pelaksanaan Permendiknas
dimaksud masih belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Secara tidak langsung dapat merintangi
tugas dan kewajiban sebagai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
mengamankan bahwa, kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk mentaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pegawai yang tidak mematuhi
disiplin akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan indisipliner yang
dilakukan pegawai, mulai dengan teguran secara lisan, peringatan tertulis
sampai dengan pemberhentian. Dari hal diatas memunculkan 2 rumusan
masalah pertama, Bagaimanakah pengaturan pengaktifan kembali terhadap
status kepegawaian Pejabat Aparatur Sipil Negara yang Kembali serta telah
melewati jangka waktu masa tugas belajar di lingkungan Universitas
trunojoyo Madura? Kedua, Bagaimana pengenaan sanksi keterlambatan
pengaktifan status Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah melewati
jangka waktu masa tugas belajar di lingkungan Universitas Trunojoyo
Madura? Dengan metode penelitian Normatif dengan pendekatan
perundang undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep.
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